BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
daerah  wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, disertai
Penjelasan dan dokumen-dokumen kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk

memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan  Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat ...




Mengingat

| X

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)
Pemerintahan Daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan
lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas

pembantuan.

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);




Menetapkan

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut:

¥
2

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah

Rp. 3.628.600.000.000
Rp 3.612.100.000.000

Surplus/(Defisit) Rp.  16.500.000.000

Pembiayaan Daerah

Rp. 16.500.000.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan

Rp. 0.-

Pasal 2 ...




Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 213.383.692.600
b. Dana perimbangan Rp. 2.342.094.721.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 1.073.121.586.400

Pendapatan Asli Daerah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak daerah Rp 120.000.000.000
b. Retribusi daerah Rp 10.000.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan Rp 8.376.180.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah Rp 75.007.512.600

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak Rp 1.445.618.514.000
b. Dana alokasi umum Rp 640.371.096.000
c. Dana alokasi Khusus Rp 256.105.111.000

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimakasud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah Rp. 69.150.198.090
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Rp 624.398.875.310
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 21.627.027.000
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari

Pemerintah Daerah lainnya Rp 174.500.000.000
e. Pendapatan Lainnya Rp. 183.445.486.000

Pasal 3 ...




b. Keperluan ...

b. Keperluan mendesak meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wayjib;

3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

dan/atau masyarakat.
c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan,;

dan/atau

b. memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.

Pasal 8

Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD.
Pasal 9 ...




Pasal 8

Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

BUPATI KUTAI PIMUR,

ISMONANDAR
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

DRS. H. IRAWANSYAH, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
108/6/2019




